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BAB I

PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah


Seiring berkembangnya teknologi saat ini yang begitu pesat, maka di dasari dengan berkembangnya teknologi tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan teknologi serta aplikasinya terutama dalam bidang komputerisasi dalam suatu instansi atau perusahaan .

Kemajuan teknologi yang di capai saat ini terutama dalam bidang pengolahan data dan pemanfaatan informasi, karena tanpa informasi suatu instansi atau perusahaan akan terhambat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga menghambat pula apa yang menjadi tujuan di instansi atau perusahaan tersebut. Informasi yang diperoleh instansi atau perusahaan berasal dari suatu sistem informasi dimana sistem tersebut merupakan hasil suatu proses pengolahan data, data yang diolah tersebut melahirkan informasi yang lebih akurat dan berguna bagi yang menerimanya.

Agar operasional instansi atau perusahaan tetap berjalan dengan baik diupayakan agar penunjang operasionalnya pun lebih optimal di sesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Dalam hal ini membutuhkan sumber daya manusia dan komputer, komputer di jadikan sebagai alat bantu dalam setiap bidang pekerjaan, sebab dalam penggunaannya komputer sangat efektif dan efisien terutama masalah waktu, komputer dapat bekerja sangat cepat , akurat dan tepat, dengan kata lain penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam hal ini komputer sangat memudahkan kelancaran aktivitas kerja. Maka keberadaan mesin pengolah data dan informasi ini menjadi sangatlah penting.

Di Pengadilan Tinggi Jawa Barat mempunyai beberapa subbagian diantaranya bagian Panitera Muda Hukum, bagian tersebut  mempunyai peranan penting, penggunaan perangkat teknologi semacam komputer pada bagian Panitera Muda  Hukum ini sangatlah dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengambil judul pada tugas akhir ini, yaitu :” Aplikasi Pengolahan Data Putusan Perkara Pada Panitera Muda Hukum Di Pengadilan Tinggi Jawa Barat”. 

1.2

Identifikasi Masalah

Sejauh ini penyajian informasi pengolahan data di bagian Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat proses pengolahan datanya masih manual. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian karena sering terjadi kesalahan dalam penginputan data, juga dalam pembuatan laporan bulanan putusan perkara perdata maupun perkara pidana prosesnya lambat sehingga informasi yang di butuhkan tidak akurat.
1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari agar isi dari data Tugas Akhir ini tidak menyimpang jauh dari pembuatan dan judul Tugas Akhir yang di sajikan, maka penulis membatasi masalah hanya pada pengolahan data putusan perkara bagian pidana dan perdata Pengadilan Tinggi Jawa Barat. 
1.4

Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai kelulusan pendidikan program Diploma III, Jurusan Manajemen Informatika Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia.

Adapun tujuannya antara lain : 

1. Untuk mengetahui proses pengolahan data putusan perkara pada bagian Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

2. Untuk mempercepat dan mempermudah pembuatan laporan putusan perkara pada Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

3. Untuk membuat program aplikasi pengolahan data putusan perkara pada bagian Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat. 

1.5
Metode Penelitian

Metodelogi yang di gunakan dalam melakukan penelitian dan penulisan laporan Tugas Akhir ini, yaitu :
1. Metode studi lapangan

Dalam metode ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan atau langsung ke objek yang akan di bahas dalam laporan ini, teknik yang penulis lakukan adalah dengan wawancara yaitu : pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pewawancara (pengumpul data) dengan pegawai bagian Panitera Muda Hukum (sumber data), untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci.

2. Metode studi pustaka
Dalam mendapatkan data yang bisa menunjang pembuatan sistem yang akan di buat oleh penulis, disamping melakukan metode diatas penulis juga melakukan studi pustaka, dimana penulis membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pengetahuan tentang hukum peradilan, pemrograman yang akan di buat serta tentang pengolahan data. 

3.   Metode Pembuatan Program


Dalam pemilihan metode ini penulis menjelaskan bagaimana arus dokumen yang mengalir dalam bentuk simbol-simbol khusus. Bagan arus dokumen ini dapat memberikan  gambaran yang menyeluruh berkaitan dengan pemrosesan transaksi pada Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dengan menggunakan paradigma waterfall yang meliputi beberapa-beberapa tahapan  sebagai berikut :

1.   Analysis (Analisis) 



Analisis hasil kebutuhan baik sistem informasi dapat dikembangkan serta pemecahan yang lebih baik atau alternatif solusi 
2.   Design (Desain)

Proses desain ini merepresentasikan hasil analisis (requirements) kedalam bentuk rancangan sistem informasi yang dapat dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan program
3. Coding (Pengkodean)
Desain tadi harus diubah menjadi bentuk yang dimengerti mesin. Maka dilakukan penulisan program, Jadi desainnya detail, maka coding dapat dicapai secara mekanis.  
4.   Testing (Pengujian)
Setelah kode program selesai, dan program dapat berjalan, testing dapat dimulai, testing difokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan, memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. 
5.   Maintenance (Pemeliharaan)
Perangkat lunak ini setelah berjalan beberapa lama, mungkin dapat ditemui error ketika dijalankan kembali, hal ini faktor pemeliharaan penting dalam penggunaan metode, pemeliharaan ini dapat berpengaruh pada semua langkah yang dilakukan sebelumnya. 
1.6
Lokasi Penelitian

Dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Surapati nomor 47 Bandung.
1.7
Sistematika Penulisan

   Adapun sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah :

BAB I  PENDAHULUAN


Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, lokasi penelitian serta sistematika penulisan.  
BAB II  LANDASAN TEORI
Berisi tentang pengertian-pengertian dari teori yang digunakan dalam laporan Tugas akhir.
BAB III  ANALIS SISTEM


Bab ini menguraikan tentang struktur organisasi perusahaan, deskripsi tugas bagian Panitera Muda Hukum serta penjelasan mengenai sistem yang sedang berjalan. 
BAB IV  PERANCANGAN SISTEM


Membahas tentang tujuan perancangan sistem, perancangan sistem yang di usulkan, Flow Map, Diagram Konteks, Data Flow Diagram yang diusulkan, kamus data, perancangan Basis Data, Normalisasi, perancangan Entity Relational Diagram (ERD), relasi antar tabel, struktur file, perancangan program, perancangan masukan dan keluaran, pengkodean, struktur menu serta kebutuhan sistem.
BAB V  IMPLEMENTASI


Bab ini menjelaskan titik tumpu atau proses tindak lanjut dari hasil perancangan sistem sebelumnya. Menguraikan pula secara detail tentang langkah-langkah yang di usulkan untuk menerapkan sistem.
BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN


Bab ini memberikan kesimpulan mengenai laporan tugas akhir  dan saran untuk pihak Pengadilan Tinggi.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Sistem


Dalam suatu perusahaan atau instansi diperlukan suatu kerjasama antar bidang yang ada, hal ini berguna agar tujuan dari perusahaan atau instansi bisa tercapai dan terwujud. Kerjasama yang baik harus didukung oleh sistem yang baik. Sistem juga memiliki jenis-jenis yang beraneka ragam. Sistem adalah kumpulan-kumpulan atau elemen-elemen yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan.

Adapun jenis-jenis sistem adalah sebagai berikut :


Menurut pendapat Gordon B. Davis jenis-jenis sistem dibedakan atas 4 (empat) jenis yaitu :  

1.  Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

Susunan yang teratur dari gagasan yang satu sama yang lain berada dalam ketergantungan.

2.  Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik


Sistem deterministik adalah sistem yang didalam operasinya dapat menentukan secara pasti, misalnya program komputer. Sedangkan sistem probabilitas adalah sistem yang didalam operasinya tidak dapat diduga hasilnya secara pasti, misalnya sebuah korporasi.

3.  Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka


Sistem tertutup adalah sistem dimana tidak terjadi pertukaran bahan, informasi atau energi dengan lingkungan, misalnya sistem biologis dan organisasi. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran bahan, informasi, atau energi dengan lingkungan, misalnya sistem biologis dan organisasi.

4. Sistem Manusia atau Mesin 


Dalam bidang sistem informasi, unsur mesin seperti komputer dan program komputer relatif tertutup dan deterministik. Sedangkan manusia adalah sistem terbuka dan probabilistik. Sebuah sistem  dapat menekankan pada manusia sehingga mesin hanya melaksanakan peran pendukung seperti menyediakan perhitungan atau mencari data.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sebagai suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk menunjang pengambilan keputusan oleh manajemen atau yang lainnya.       
2.2 Pengertian Aplikasi

Aplikasi merupakan penerapan, pengimplementasian suatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau permasalahan yang ada sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal, data, permasalahan atau pekerjaan. Jadi dalam hal ini hanya bentuk dari tampilan data yang berubah sedangkan isi yang termuat dalam data tersebut tidak mengalami perubahan.
2.3

Pengertian Data

Data adalah representasi simbolik dari suatu fakta atau kejadian yang menggambarkan kejadian serta suatu kesatuan. Data adalah suatu yang masih mentah, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Pengolahan data ini harus dilakukan melalui suatu model untuk menghasilkan informasi.


 Menurut Ray [7]

“Data adalah fakta-fakta atau angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai”.

Data yang diproses disebut informasi. Perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh pengolah informasi (Information Processo). Pengolah informasi adalah salah satu elemen kunci dalam sistem konseptual. Pengolah informasi dapat meliputi elemen-elemen komputer atau kombinasinya.
2.4

Pengertian Pengolahan 


 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa : 

“Pengolahan adalah proses atau cara pembuatan mengolah.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga 2001;796)

Jadi berdasarkan pengertian diatas pengolahan data adalah proses atau cara untuk mengolah data yang ada menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakai. 

Adapun langkah-langkah pengolahan data  pada umumnya adalah :

1.  Pencatatan (Recording)


Proses pengolahan data dari suatu kejadian, formulir atau dokumen dengan mencatat atau memasukan data tersebut sebagai masukan pengolahan data.
2.  Pemeriksaan Data (Verifying)

Proses terhadap pemeriksaan data bertujuan agar data yang ada di dokumen dapat di pindahkan kedalam komputer secara cepat. Langkah ini di perlukan sekali, karena proses pencatatan data adalah proses manual pemasukan data mungkin bisa menimbulkan kesalahan dalam proses.

3.  Pengelompokan Data (classifying) 

Pengelompokan dilakukan berdasarkan kategori tertentu yang bertujuan untuk mempermudah memberi arti tertentu pada pengolahan data.

4.  Perhitungan (Calculating)


Tujuannya agar dapat diperoleh hasil akhir yang diperlukan sebagai laporan
5.  Penyimpanan data (Storing)

Tujuannya untuk menyimpan data kedalam suatu media penyimpanan misalnya : kertas, disk dan lain-lain. Penyimpanan dapat mempermudah dalam pencarian yang diperlukan.
2.5
Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan dapat dinyatakan dan di umumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, penundaan penjatuhan putusan hakim itu paling lama dapat berlangsung empat belas hari.


Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP). Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum dan surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. 

Menurut perundang-undangan Republik Indonesia bahwa putusan pengadilan adalah : 

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. UU 8 / 1981 BAB I Ps.1 (11): LN 1981 / 76.”(Kamus Istilah Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998 ; 519)
2.6
Pengertian Perkara

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia perkara yaitu : 

“Perkara adalah masalah, persoalan kecil atau urusan yang perlu di bereskan atau di selesaikan”. (Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 1999 : 757)
2.6.1 
Pengertian Perkara Pidana 


 Adapun pengertian perkara pidana menurut perundang-undangan Rebuplik Indonesia adalah :


“Perkara pidana adalah perkara-perkara pidana yang dapat meresahkan masyarakat luas dan dapat membahayakan keselamatan negara juga dapat merugikan perekonomian Negara. UU 5 / 1991 Ps 32 (b) 1: TLN 1991 / 345”. (Kamus Istilah Perundang-Undangan Republik Indonesia 1945-1998;463)


Jadi, perkara pidana adalah perkara–perkara yang menyangkut dengan orangnya seperti : pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain yang diberitahukan kepada jaksa dan terdakwa.

Pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana adalah :
1.   Tersangka atau terdakwa dan hak-haknya

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

2.   Penuntut umum

Tugas khusus penuntut umum adalah mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik atas nama negara atau masyarakat. Pada waktu itu tidak ada perbedaan antara acara perdata dan pidana, pihak yang dirugikannyalah yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim.

3.   Penyidik dan penyelidik

 
Menurut Pasal 1 butir 1 penyidik adalah pejabat polisi negara Rebuplik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara saja.
4.   Penasehat hukum dan bantuan hukum  

Penasehat hukum dan bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan.   
2.6.2   
Pengertian Perkara Perdata   



Hukum acara perdata dikenal dengan nama Proces Recht atau Formeel Recht. Hukum acara perdata bersifat Privaatrecht (tergantung pada perseorangan). Inisiatif yaitu diajukan tidaknya suatu perkara, ada pihak yang merasa haknya dilanggar atau merasa dirugikan. Hukum acara perdata bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiel.



 Menurut Har [6] mengatakan bahwa :


“Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel  dengan perantaraan hakim”. 


Jadi, hukum acara perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana  caranya berperkara  perdata dimuka pengadilan atau dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiel, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan menuntut perkara serta pelaksanaa putusan tersebut.



Hukum acara perdata tidak mengenal pemeriksaan pendahuluan oleh petugas-petugas negara. Kalau dalam hukum acara pidana, negara diwakili pejabat tertentu menghadapi pelanggar hukum, maka dalam hukum acara perdata yang bertindak sebagai partai adalah langsung pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.  


Jadi dapat disimpulkan bahwa perkara perdata adalah perkara-perkara yang menyangkut masalah benda seperti : tanah, hak waris dan lain-lain yang diberitahukan terhadap pembanding dan terbanding.
2.7 Pengertian Basis Data
Istilah Basis Data banyak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Pada saat maraknya perangkat lunak dBASE II dan dBASE II plus, sebuah berkas (dengan ekstensi DBF) biasa di sebut basis data. Istilah yang tidak tepat ini, meskipun telah merasuk ke sejumlah pemrogram, akhirnya diluruskan kembali oleh pencipta perangkat lunak basis data yang lain.

Menurut Dat [2] mengatakan bahwa :
“Sistem basis data pada dasarnya adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara informasi dan membuat informasi tersebut tersedia pada saat dibutuhkan”.
Secara umum DBMS diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan , mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data / informasi dengan praktis dan efisien.


Dibanding dengan sistem yang berbasis kertas, DBMS memiliki 4 keunggulan yaitu :
1. Kepraktisan


Sistem yang berbasis kertas akan menggunakan kertas yang sangat banyak untuk menyimpan informasi. Sedangkan DBMS menggunakan media penyimpan sekunder yang berukuran kecil tetapi padat informasi.

2. Kecepatan 


Mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat dari pada manusia.

3. Mengurangi Kejemuan


Orang cenderung menjadi bosan kalau melakukan tindakan-tindakan berulang yang menggunakan tangan ( misalnya harus mengganti informasi ).

4. Kekinian


Informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir  dan akurat setiap saat.

Sedangkan kekurangan sistem pemrosesan berkas adalah sebagai berikut :

1.
Kemubaziran Data 


Kemubaziran data atau duplikasi data diakibatkan oleh karena setiap program aplikasi menggunakan data tersendiri.

2.
Keterbatasan Berbagi Data 

3.
Ketidakkonsistenan dan kurangnya integrasi 


Ketidakkonsistenana data diakibatkan oleh adanya perubahan terhadap data yang sama, tetapi tidak semua diubah, ketidakkonsistenan data berkaitan erat dengan integrasi data. Bila data tidak konsisten, maka integrasinya akan berkurang.
4.
Ketidakluwesan
2.8
Sekilas Tentang Delphi 5.0

Pada awal tahun 1993 anggota Borland International Incorporation yang dipimpin oleh Andes Hejlberg merancang pemrograman yang berbasis Windows yang lebih mudah dan diberi nama Visual Foo yang akhirnya diganti menjadi Delphi.

Borland Delphi dibuat pada tahun 1995, kemudian pada bulan Maret 1996 Borland International Corporation meluncurkan Delphi 2.0 yang dikhususkan untuk sistem operasi windows 95 dan windows NT, dan dipromosikanj menjadi salah satu bahasa pemrograman terbaik. Pada tahun 1997 serta tahun 1998 Borland International Corporation merilis Delphi 3.0 dan Delphi 4.0. Kemudian pada tahun 1999 barulah Borland International Corporation meluncurkan Delphi 5.0.

Borland Delphi menggunakan sistem yang disebut RAD (Rapid Aplication Development) yaitu perangkat pengembang yang mampu dengan mudah dan cepat menghasilkan program aplikasi. Delphi di sini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk pengembanagan dengan memanfaatkan keistimewaan konsep-konsep antar muka grafis dalam microsoft windows.


Seperti layaknya software visual lain Delphi juga memiliki IDE (Integreted Development Environment) atau lingkungan pengembangan tersendiri. Pada IDE terdapat beberapa fasilitas untuk melakukan desain, pengkodean maupun debugging.
Toolbar
[image: image1.emf]SI

PUTUSAN

PERKARA

KEPALA PENGADILAN

TINGGI

PENGADILAN NEGERI

Berkas-berkas perkara

Hasil pts pkr pdt

LBPP

Hasil pts pkr pid

[image: image34.png]B Unit1. pas

Variables/Constants

Uses

ET

unit Unici;
interface

Uindows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics,

tyve
TFormi = class (TForm)
procedure FornCreate (Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
ena;

Formi: TFormi;

implementation

{(§R *.DRM)

<

Controls,

Fo

2

1

oded

rert




[image: image35.png]4
Fle Edt Seach Vew Project Run Componert Database Toos Help | [<None> =l &

D& -8 0% 33| @) | Stendad|addional | Wind2| Sustem| DataAccess | Data Cortrls | ADD. | InteBase | Midas | IntemeEsoress | Intemet | Fastet | Decisionc 41|
35800 aw b OF S AR Ew R ¢ g e




[image: image36.png]Object Inspector

Form: TFomt =

Poetis | Evet |

Actian
ActiveCantrol
Algn

BlAnchors
AutoScrol
AutoSize
BDiMode

ordericons
BorderSyle
Borderwidth
Caption
ClentHeight
Clentwidh
Color

onstaits
Cursor
Defauithontor
Docksite
Dragkind
Draghode
Enabled

Font
FomStyle
Height
HelpContext

2hidden

aone
[skLett okTop]
True

False

bl efToRight
[biSystembteny
bsSizeable

o

445
688
ClcktrFace
(TSieConstair
cDefault
dmactiveForm
Fale

kDrag
drManual
True

(TFoni)
fsomal

430

o




              Code Explorer
               Component Pallete




                 Object Inspector     Form designer

    
 Code Editor
Gambar 2.1 Bagian- bagian dari IDE
(Sumber : Wahana Komputer, Client/Server dengan Borland Delphi)
 IDE Delphi terdiri dari beberapa bagian utama, antara lain:

1. Main Windows (Menu Utama)

Menu utama digunakan untuk memilih operasi-operasi tertentu seperti menyimpan project, membuka project, dan lain-lain.

2. Component Pallete 

Component palette merupakan bagian yang digunakan untuk meletakkan berbagai komponen yang digunakan untuk aplikasi yang menggunakan Borland Database Engine (BDE) akan diletakkan pada page BDE, atau komponen yang digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan Interbase akan diletakkan pada Page Interbase dan Interbase Admin.

3. Toolbar
4. Object TreeView
Merupakan sebuah diagram pohon yang menggambarkan hubungan logis antara komponen visual dan non visual yang terletak pada form, dan module atau frame.
5. Code Explorer

Pada jendela Code Explorer ini akan ditampilkan semua tipe, variable, dan routline yang didefinisikan pada unit. Untuk tipe yang kompleks seperti kelas, Code Explorer akan menampilkan semua informasi termasuk daftar field, properties dan method.

6. Object Inspector

Object Inspector terdiri dari dua bagian, yaitu Properties dan Events. Pada Properties bisa mengatur berbagai property dari object atau komponen yang akan digunakan.

7. Form Designer
Suatu form atau tampilan yang dapat diisi dengan desain tampilan database program yang akn dibuat.
8. Code Editor

Pada Code editor ini dapat dituliskan kode dan memasukkan semua unit yang akan dipakai untuk program yang dibuat. 

BAB III

ANALISIS SISTEM
3.1 Struktur Organisasi Perusahaan
Demi tercapainya hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan maka perlu dibentuk organisasi perusahaan. Selain itu struktur organisasi juga disusun untuk menunjukan tugas dan wewenang.

Rangkaian makna atau serangkaian arti dari “Struktur organisasi” adalah suatu susunan yang menggambarkan dan menghubungkan bagian-bagian antara bermacam-macam satuan organisasi dan kedudukan orang-orang yang berada dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Organisasi adalah salah satu sistem kerja mengenai aktifitas kerja sama dalam suatu sistem administrasi supaya tujuan yang dinginkan tercapai, oleh karena itu diperlukan adanya struktur organisasi yang dapat menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau bagian organisasi.

Sebagai salah satu dari bagian yang menggunakan struktur organisasi haruslah benar-benar dapat dimanfaatkan oleh mereka yang terikat didalamnya. Struktur organisasi bukanlah suatu tujuan, tetapi merupakan suatu sistem untuk bekerja secara bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Dalam bagian struktur organisasi diterangkan hubungan-hubungan untuk memudahkan dalam melakukan komunikasi masing-masing elemen yang ada dalam bagian kerja menurut fungsinya masing-masing. Oleh karena itu untuk menjaga kekompakan dalam menggerakan organisasi diperlukan hubungan masing-masing elemen dan tiap-tiap kegiatan memerlukan elemen lainya, tidak mungkin hanya satu elemen saja. Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  JAWA BARAT


        









Bagan III.1: Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Barat
3.2  

Deskripsi Tugas

Di dalam suatu organisasi perlu diadakan tata kerja atau job description bagi masing-masing orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Adapun tata kerja atau job description pada bagian Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Barat antara lain sebagai berikut:
Tugas-tugasnya yaitu:

1. Menerima surat-surat dari bagian umum, baik surat biasa maupun laporan bulanan dari Pengadilan Negeri se- Jawa Barat.

2. Membuat dan melaporkan setiap bulan jumlah perkara-perkara pidana dan perdata.

3. Mengadakan ujian bagi para pengacara praktek (bantuan hukum) dan advocat.

4. Mencatat nama para pengacara yang berada di wilayah hukum Jawa Barat.

5. Menyusun instruksi/pembagian tugas wilayah para pengacara praktek/ advocat.

6. Mencatat dan mengkoordinir para advocat.

7. Mencatat pengangkatan dan pemberhentian para notaris se- Jawa Barat.

8. Mengadakan pembinaan baik kepada pengacara praktek, advocat maupun notaris.

3.3
Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
Berkas-berkas masuk dari Pengadilan Negeri, di Pengadilan Tinggi berkas-berkas tersebut diregister oleh bagian umum, lalu di serahkan ke bagian wakil panitera untuk diklasifikasi ke bagian masing-masing yaitu bagian perdata dan pidana sesuai dengan perkara. Perkara perdata diajukan ke Kepala Pengadilan Tinggi (KPT), sedangkan perkara pidana diajukan ke Wakil Kepala Pengadilan Tinggi (WKPT) untuk penunjukan majelis hakim, berkas perkara dikembalikan ke bagian perdata dan pidana, di masing-masing bagian ini ditunjuk panitera pengganti dan penetapan majelis hakim untuk periksa dan di sidangkan.

Setelah perkara putus, kemudian di serahkan ke panitera pengganti. Panitera pengganti ini melaporkan kebagian perdata dan pidana bahwa perkara tersebut telah putus serta mengambil materai untuk perkara perdata. 
Majelis hakim menandatangani perkara yang telah putus, berkas perkara yang telah putus diambil oleh bagian perdata dan pidana untuk diminutasi (dilaporkan), hasil putusan perkara diserahkan ke Pengadilan Negeri dan ke bagian panitera muda hukum yang setiap bulannya dibuat laporan keadaan perkara untuk dilaporkan ke kepala Pengadilan Tinggi.  
3.3.1
Flow Map Sistem Yang Sedang Berjalan

Untuk menggambarkan aliran dokumen dalam sistem pengolahan data putusan perkara, dapat dilihat pada flow map berikut:
Keterangan

PDT

: Perdata
PID

: Pidana

LPPPDT
: Laporan Putus Perkara Perdata

LPPPID
: Laporan Putus Perkara Pidana

PP

: Panitera Pengganti

APP

: Arsip Putusan Perkara

LBPP

: Laporan Bulanan Putusan Perkara

3.3.2
Analisis Dokumen

Ada beberapa dokumen yang penting dalam pengolahan data putusan perkara, diantaranya :

1. Berkas-berkas perkara


Yaitu berkas-berkas perkara ini berasal dari Pengadilan Negeri, dikarenakan ada perkara yang harus di selesaikan, seperti perkara perdata dan perkara pidana. 

2. Ekspedisi perkara perdata dan perkara pidana

Yaitu setelah berkas diregister masuk maka menghasilkan ekspedisi perkara
3. Berkas telah diberi nomor


Yaitu untuk menghindari agar berkas perkara tidak tertukar dan untuk memudahkan pencarian perkara yang dibutuhkan melalui nomor. 
4. Perkara putus


Yaitu perkara yang disidangkan, kemudian majelis hakim memutuskan perkara yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

5. Laporan putus perkara


Yaitu setelah laporan putus maka akan dibuat laporan putusan perkara, yang memuat bahwa perkara tersebut telah putus.

6. Hasil putusan perkara perdata dan pidana

Yaitu merupakan hasil dari perkara yang telah disidangkan dan kemudian dibuat laporan.   
7. LBPP (Laporan Bulanan Putusan Perkara)

Yaitu setelah selesai dibuat laporan bulanan keadaan perkara, maka laporan ini dibuat rangkap yang satu diserahkan ke Kepala Pengadilan Tinggi dan yang satunya lagi disimpan di bagian Panitera Muda Hukum.

8. APP (Arsip putusan perkara)

Yaitu laporan bulanan yang telah dicetak kemudian diarsipkan untuk menghindari adanya kehilangan data di komputer. 

3.3.3
Analisis Aliran Data

Tahap analisis aliran data dilakukan untuk menetukan lingkup obyek atau sistem yang akan ditangani. Adapun lingkup sistem yang akan ditangani dijabarkan dalam bentuk diagram konteks (atau sering disebut juga DFD konteks) dan DFD (Data Flow Diagram) 
3.3.3.1
Diagram Konteks Sistem yang sedang berjalan

Diagram konteks adalah alat pemodelan untuk menggambarkan sistem yang berbasis komputer dan dirancang secara global. Diagram terdiri dari sebuah simbol proses tunggal yang digambarkan oleh seluruh sistem dan menunjukan data flow utama dan dari terminator. Dengan diagram ini maka kita dapat mendefinisikan jangkauan proyek penyusunan sistem, yaitu apa yang akan menjadi bagian dan yang tidak akan menjadi bagian dari sistem tersebut.

Diagram konteks ini digunakan untuk mengetahui sistem informasi pengolahan data putusan perkara, yaitu data perkara-perkara, hasil putusan perkara didalam pengolahan data putusan perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram konteks pengolahan data putusan perkara di bawah ini :
Berikut adalah Diagram Konteks sistem yang sedang berjalan :
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Gambar 3.2 Diagram Konteks
3.3.3.2
Diagram Arus Data (DFD)

Diagram arus data ini merupakan penurunan atau penjabaran dari diagram konteks. Diagram arus data adalah suatu jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan aliran dan menyimpan data. Diagram arus data memproses sistem tersebut dalam komponen-komponen beserta seluruh penghubung antar komponen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada  Data Flow Diagram (DFD) 1 berikut ini :
Data Flow Diagram Level 0
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Gambar 3.3 DFD Level 0
Deskripsi dari DFD Level 0 adalah :

1.
 Proses satu Pengadilan Negeri memberikan data perkara perdata dan perkara pidana yang diterima oleh bagian umum untuk diregister masuk.

2.
Proses dua Bagian umum menyerahkan ekspedisi perkara perdata dan pidana ke bagian perdata dan pidana untuk penetapan nomor serta proses tiga penunjukan panitera pengganti dan majelis hakim.

3.
Proses empat bagian panitera pengganti menerima perkara putus dari bagian perdata dan pidana untuk dibuat laporan putus perkara .

4.
Proses lima bagian perdata dan pidana meregister hasil putusan untuk di serahkan ke pengadilan negeri dan ke bagian panitera muda hukum .

5.
Proses enam bagian panitera muda hukum membuat hasil putusan perkara tersebut kemudian dibuat laporan bulanan putusan perkara.

6.
Proses tujuh setelah dibuat laporan putusan perkara lalu dicetak yang akan dilaporkan ke kepala pengadilan tinggi.


BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

4.1
Tujuan Perancangan Sistem
Perancangan sistem adalah tahap untuk memperbaiki atau meningkatkan efisien kerja. Tahap ini sangat penting dalam menentukan baik atau tidaknya hasil perancangan sistem yang diperoleh. Tahap perancangan perangkat lunak dapat digambarkan sebagai perancangan yang membangun suatu sistem dan mengkonfigurasikan komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat kerasnya sehingga menghasilkan sistem yang lebih baik bagi pemakainya. 

Tahap perancangan sistem memiliki tujuan yaitu merancang sistem yang baru yang dapat membantu masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik.

4.2
Perancangan Sistem Yang Diusulkan  

Pada dasarnya usulan perancangan sistem yang dibuat tidak banyak berubah dari sistem yang sedang berjalan. Tahap perancangan ini akan memberikan gambaran mengenai aliran informasi dan proses pada sistem yang diusulkan.

Perancangan sistem ini adalah suatu hal yang dianggap penting dalam memperkenalkan suatu media aplikasi pemrograman yang telah dibuat oleh penulis.
Perancangan sistem yang diusulkan akan ditetapkan suatu kegiatan untuk menemukan dan mengembangkan metode-metode, prosedur dan proses suatu data agar tujuan dari suatu kegiatan pencatatan dapat dicapai, suatu perancangan sistem dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan, kelemahan dan meningkatkan sistem yang sedang berjalan. 
4.2.1
Flow Map


Flow map yang diusulkan oleh penulis pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan flow map sistem yang telah berjalan sebelumnya. Hanya untuk membedakan antara sistem yang sedang berjalan dengan yang diusulkan terletak pada cara penyimpanan, yaitu dari manual ke metode komputerisasi. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada flow map dibawah ini :
4.2.2 Diagram Konteks
Suatu diagram alir yang menggambarkan arus data sistem dalam memahami suatu sistem yang digambarkan secara umum.

[image: image3.emf]SI

PUTUSAN

PERKARA

KEPALA PENGADILAN

TINGGI

PENGADILAN NEGERI

Berkas-berkas perkara

Hasil pts pkr pdt

LBPP

Hasil pts pkr pid


Gambar 4.2 Diagram Konteks Sistem Yang Diusulkan
4.2.3 Data flow Diagram Sistem Yang Diusulkan
Data flow Diagram ini menjelaskan secara rinci sistem yang diusulkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 4.3 DFD Level 0
Deskripsi dari DFD Level 0 adalah :
1.
 Proses satu Pengadilan Negeri memberikan data perkara perdata dan perkara pidana yang diterima oleh bagian umum untuk diregister masuk.
2.
Proses dua Bagian umum menyerahkan ekspedisi perkara perdata dan pidana ke bagian perdata dan pidana untuk penetapan nomor serta proses tiga penunjukan panitera pengganti dan majelis hakim.

3.
Proses empat bagian panitera pengganti menerima perkara putus dari bagian perdata dan pidana untuk dibuat laporan putus perkara yang dibuat rangkap tiga satu diserahkan ke perdata dan pidana, yang kedua diserahkan ke bagian panitera muda hukum, untuk yang ketiganya di arsipkan.
4.
Proses lima bagian perdata dan pidana meregister hasil putusan untuk di serahkan ke pengadilan negeri.
5.
Proses enam bagian panitera muda hukum menginput hasil putusan perkara tersebut kemudian dibuat laporan bulanan putusan perkara.
6.
Proses tujuh setelah dibuat laporan putusan perkara lalu dicetak yang akan dilaporkan ke kepala pengadilan tinggi.
DFD 1 Proses 1

Dibawah ini adalah proses untuk Data Flow Diagram level 1 Proses 1 : 
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Gambar 4.4 DFD level 1 Proses 1
4.2.4 Kamus data

Kamus data berfungsi untuk membantu pelaku sistem untuk mengerti aplikasi secara detail dan mengorganisasikan semua elemen data yang digunakan dalam sistem secara persis sehingga pemakai dalam menganalisa sistem mempunyai dasar pengertian yang sama tentang masukan, keluaran, penyimpanan dan data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kamus data berikut :   
Tabel 4.1 Kamus Data untuk Perkara Perdata
	Nama Data Flow   : Data Perkara Perdata
Deskripsi               : Merupakan data perkara perdata
Aliran Data            : Pengadilan negeri - proses 1.1

Bentuk                   : Data

Struktur Data        :

	No
	Nama Data
	Type
	Length 
	Keterangan

	1.
	No_Pdt
	A
	17
	No perkara perdata +   Nama perkara  +  tahun  +  nama PT

	2.
	Kode_Hakim
	A
	20
	Kode majelis hakim yang memutuskan perkara

	3.
	Terima_Pdt
	A
	10
	*dd/mm/yyyy*

	4.
	Tunjuk_Hakim_Pdt
	A
	10
	*dd/mm/yyyy*

	5.
	Putus_Pdt
	A
	10
	*dd/mm/yyyy*

	6.
	Belum_Dibagi_Pdt
	A
	17
	No perkara perdata+ Nama perkara  +  tahun +  nama PT

	7.
	Belum_Putus_Pdt
	A
	17
	No perkara perdata   +    Nama perkara  + tahun + nama PT

	8.
	Belum_Diminutir_Pdt
	A
	17
	No perkara perdata  + Nama perkara + tahun  +  nama PT


Tabel 4.2 Kamus Data untuk Perkara Pidana


	Nama Data Flow   : Data Perkara Pidana

Deskripsi               : Merupakan data perkara pidana
Aliran Data            : Pengadilan negeri - proses 2.1

Bentuk                   : Data

Struktur Data        :

	No
	Nama Data
	Type
	Length 
	Keterangan

	1.
	No_Pid
	A
	17
	No perkara pidana + Nama perkara +  tahun + nama PT

	2.
	Kode_Hakim
	A
	20
	Kode majelis hakim yang memutuskan perkara

	3.
	Terima_Pid
	A
	10
	*dd/mm/yyyy*

	4.
	Tunjuk_Hakim_Pid
	A
	10
	*dd/mm/yyyy*

	5.
	Putus_Pid
	A
	10
	*dd/mm/yyyy*

	6.
	Belum_Dibagi_Pid
	A
	17
	No perkara pidana + Nama perkara + tahun   + nama PT

	7.
	Belum_Putus_Pid
	A
	17
	No perkara pidana +  Nama perkara  +  tahun  + nama PT

	8.
	Belum_Diminutir_Pid
	A
	17
	No perkara pidana +  Nama perkara    +  tahun +  nama PT


4.3
Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data atau database ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi data karena bila masih ada duplikasi data, maka program belum efisien. Tujuan dari program aplikasi data ini adalah untuk mempermudah pelaksanaan sistem. Perancangan basis data ini dilakukan dengan membuat ERD atau Entity Relational Diagram, normalisasi, dan struktur file.
4.3.1
Normalisasi
Normalisasi merupakan proses menghilangkan redudansi data, menentukan key yang unik untuk mengakses data item dan membantu menentukan hubungan yang diperlukan antara data item. Hasil dari proses normalisasi adalah komponen-komponen dalam bentuk normal, dengan normalisasi akan lebih meminimasi pengulangan informasi dan memudahkan untuk mengidentifikasi entitas atau objek. Untuk mempermudah dalam pembuatan normalisasi maka di buat tabel seperti berikut :
1.
Bentuk Normal Pertama : 

Tabel 4.3 Tabel Putusan Perakara Normalisasi Pertama
	No_Pdt
	Kode_Hakim
	Terima_Pdt
	Tunjuk_Hakim_Pdt
	Putus_Pdt
	Belum_Dibagi_Pdt
	Belum_Putus_Pdt
	Belum_Diminutir_Pdt


	No_Pid
	Terima_Pid
	Tunjuk_Hakim_Pid
	Putus_Pid
	Belum_Dibagi_Pid
	Belum_Putus_Pid
	Belum_Diminutir_Pid


	Nama_Hakim
	Jabatan
	Alamat 
	Kode_Pos
	Telp


2.
Bentuk Normal Kedua :
Tabel 4.4 Tabel Perkara Normalisasi Kedua
	No_Pdt
	Kode_Hakim
	Terima_Pdt
	Tunjuk_Hakim_Pdt
	Putus_Pdt
	Belum_Dibagi_Pdt
	Belum_Putus_Pdt
	Belum_Diminutir_Pdt


	No_Pid
	Terima_Pid
	Tunjuk_Hakim_Pid
	Putus_Pid
	Belum_Dibagi_Pid
	Belum_Putus_Pid
	Belum_Diminutir_Pid


Tabel 4.5 Tabel Hakim Normalisasi kedua
	Nama_Hakim
	Jabatan
	Alamat 
	Kode_Pos
	Tepl


3.
Bentuk Norma Ketiga :
Tabel 4.6 Tabel Untuk Perkara Perdata Normalisasi ketiga
	No_Pdt
	Kode_Hakim
	Terima_Pdt
	Tunjuk_Hakim_Pdt
	Putus_Pdt
	Belum_Dibagi_Pdt
	Belum_Putus_Pdt
	Belum_Diminutir_Pdt


Tabel 4.7 Tabel Untuk Perkara Pidana Normalisasi ketiga
	No_Pid
	Kode_Hakim
	Terima_Pid
	Tunjuk_Hakim_Pid
	Putus_Pid
	Belum_Dibagi_Pid
	Belum_Putus_Pid
	Belum_Diminutir_Pid


Tabel 4.8 Tabel  Untuk Hakim Normalisasi ketiga
	Kode_Hakim
	Nama_Hakim
	Jabatan
	Alamat
	Kode_Pos
	Telp


4.3.2
Perancangan Entity Relational Diagram (ERD)


Dalam model database relational hubungan antar file direlasikan dengan kunci relasi ( Relational key ) yang merupakan kunci utama di masing-masing file hubungan antar entitas / ERD digunakan dalam sistem informasi untuk menggambarkan struktur data dan relasi antar file. ERD untuk sistem informasi pengolahan data putusan perkara dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Entity Relational Diagram (ERD) putusan perkara :
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Gambar 4.6 ERD Sistem Informasi Pengolahan Data Putusan Perkara
4.3.3
Relasi Antar tabel


Suatu file yang terdiri dari beberapa group elemen yang berulang-ulang perlu diorganisasikan kembali, proses  untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan group elemen yang berulang-ulang ini disebut relasi antar table. Proses relasi antar table merupakan pengelompokan data menjadi table-tabel yang menunjukan entity dan relasi yang berfungsi untuk mengakses data item sedemikian rupa sehingga database tersebut mudah dimodifikasi.

Adapun bentuk relasi antar table dari sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut :
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Gambar 4.7 Relasi Antar Tabel Sistem Pengolahan Data Putusan Perkara

4.3.4
Struktur File

Didalam pembuatan program dibutuhkan untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam peraturan pencarian data dan pembuatan laporan yang dapat memudahkan kerja sistem komputer yang dapat dilihat pada tabel berikut :   
Tabel 4.9 Tabel Perdata 
	.  Nama File                 : TPerdata.db

    Media Penyimpanan : Harddisk

   Organisasi File          : Indexed Sequential

   Field Kunci
              : No_Pdt

	No
	Nama Atribut
	Type
	Length
	Constraint
	Keterangan

	1


	No_Pdt
	Alpha
	17
	Not Null
	Nomor perkara

	2
	Kode_Hakim
	Alpha
	17
	Not Null
	Kode majelis hakim yang memutuskan perkara

	3
	Terima_Pdt
	Alpha
	-
	Not Null
	Tanggal penerimaan perkara perdata

	4
	Tunjuk_Hakim_Pdt
	alpha
	-
	Not Null
	Tanggal penujukan majelis hakim

	5
	Putus_Pdt
	Alpha
	-
	Not Null
	Tanggal putusan perkara perdata 

	6
	Belum_Dibagi_Pdt
	Alpha
	17
	Not Null
	No perkara yang belum ditetapkan hakim

	7
	Belum_Putus_Pdt
	Alpha
	17
	Not Null
	No perkara yang belum di putus

	8
	Belum_Diminutir_Pdt
	Alpha
	17
	Not Null
	No perkara yang sudah diputus tetapi belum diberkasin 


Tabel 4.10 Tabel Pidana 

	.  Nama File                 : TPidana.db

    Media Penyimpanan : Harddisk

   Organisasi File          : Indexed Sequential

   Field Kunci
              : No_Pid

	No
	Nama Atribut
	Type
	Length
	Constraint
	Keterangan

	1


	No_Pid
	Alpha
	17
	Not Null
	Nomor perkara

	2
	Kode_Hakim
	Alpha
	17
	Not Null
	Kode majelis hakim yang memutuskan perkara

	3
	Terima_Pid
	Alpha
	-
	Not Null
	Tanggal penerimaan perkara pidana

	4
	Tunjuk_Hakim_Pidddd
	Alpha
	-
	Not Null
	Tanggal penujukan majelis hakim

	5
	Putus_Pid
	Alpha
	-
	Not Null
	Tanggal putusan perkara pidana 

	6
	Belum_Dibagi_Pid
	Alpha
	17
	Not Null
	No perkara yang belum ditetapkan hakim

	7
	Belum_Putus_Pid
	Alpha
	17
	Not Null
	No perkara yang belum di putus

	8
	Belum_Diminutir_Pid
	Alpha
	17
	Not Null
	No perkara yang sudah diputus tetapi belum diberkasin 


Tabel 4.11 Tabel Hakim

	.  Nama File                 : Thakim.db

    Media Penyimpanan : Harddisk

   Organisasi File          : Indexed Sequential

   Field Kunci
              : Kode_Hakim

	No
	Nama Atribut
	Type
	Length
	Constraint
	Keterangan

	1


	Kode_Hakim
	Alpha
	5
	Not Null
	Kode majelis hakim yang memutuskan perkara perkara

	2
	Nama_Hakim
	Alpha
	30
	Not Null
	Nama hakim 

	3
	Jabatan
	Alpha
	30
	Not Null
	Jabatan majelis hakim yang memutuskan perkara

	4
	Jabatan
	Alpha
	50
	Not Null
	Alamat hakim

	5
	Kode_Pos
	Alpha
	5
	Not Null
	Kode pos hakim

	6
	Telp
	Alpha
	10
	Not Null
	Nomor telp hakim 


4.4
Perancangan Program
Pembuatan rancangan program adalah untuk memberikan penjelasan atau mendefinisikan kepada pemakai program. Dengan demikian pembuatan program ini diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dan dapat menghasilkan informasi serta laporan-laporan dengan cepat dan tepat. 
Dalam pembuatan rancangan program ini tidak banyak berubah terhadap program atau sistem yang sedang berjalan, perancangan yang diusulkan merupakan langkah untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan sistem yang lama dalam menggunakan komputerisasi.

4.4.1 Perancangan Masukan dan Keluaran


Tahap rancangan masukan dan keluaran dilakukan untuk menentukan kebutuhan masukan dan keluaran dari sistem yang baru.
4.4.1.1 Perancangan Masukan 

 Rancangan masukan yaitu desain yang dirancang untuk menerima masukan dari pengguna sistem. Rancangan masukan data ini harus dapat memberikan  penjelasan dari pemakai, baik dari bentuk maupun dari masukan-masukan yang harus diisi. 

Beberapa rancangan masukannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
1.
Form masukan untuk perkara perdata
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Gambar 4.8 Form Input Perkara Perdata
2.
Form masukan untuk perkara pidana
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Gambar 4.9  Form Input Perkara Pidana
3.
Form masukan untuk data hakim
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Gambar 4.10 Form Input Data Hakim
4.4.1.2 Perancangan keluaran

 Rancangan keluaran yaitu informasi yang dihasilkan oleh sistem yang berupa laporan dari hasil proses masukan yang diterima oleh sistem informasi. Yang dapat dilihat pada tampilan berikut :
1.
Tampilan keluaran untuk laporan perdata
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Gambar 4.11 Form Output Perkara Perdata
2.
Tampilan keluaran untuk laporan perkara pidana
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Gambar 4.12  Form Output Perkara Pidana
4.4.2 Pengkodean

Pengkodean digunakan untuk megklasifikasikan data, memasukan data kedalam komputer dan untuk mengabil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat dibentuk dari kumpulan huruf, angka dan karakter khusus. Pada sistem informasi perkara ini terdapat empat kodefikasi (pengkodean) pada majelis hakim dan no perkara. Lebih jelasnya mengenai pengkodean ini adalah sebagai berikut :   

1. Majelis hakim yang diketuai oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Kode_Hakim : X - XXX –  XX



  A      B         C
Keterangan :

A :  Kode Hakim untuk Ketua atau Wakil Ketua (A= untuk Ketua dan B=untuk Wakil Ketua)
B  :   Kode dua Hakim tinggi berdasarkan no hakim

C : Seorang panitera pengganti yang telah ditunjuk bedasarkan no. Panitera pengganti.
2.  Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim tinggi.

Kode_hakim : X-XXX -X

              A   B    C
Keterangan :

A :  Kode hakim tinggi 
B  :  Untuk ketiga no urut hakim tinggi
C : Seorang panitera pengganti yang telah ditunjuk berasarkan no. Panitera pengganti.
3.  No perkara untuk perkara perdata

No_Pdt : XXX-XXX-XXXX-XXX
        A
     B
     C
     D
Keterangan :


A : No perkara perdata

B : Nama perkara perdata

C : Tahun masuk perkara perdata

D : Nama instansi

4.  No perkara untuk perkara pidana
No_Pid : XXX-XXX-XXXX-XXX

        A
     B
     C
     D

Keterangan :


A : No perkara pidana


B :  Nama Perkara pidana

C :  Tahun masuk perkara pidana

D : Nama instansi
4.4.3
Struktur Menu

Struktur menu adalah bentuk utama dari suatu rancangan program untuk memudahkan dalam melihat dan memfungsikan sesuai kebutuhannya. Pada tahap ini penulis mencoba menjelaskan bentuk rancangan menu dari program aplikasi yang penulis buat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk rancangan struktur menu dibawah ini : 
Bentuk rancangan struktur menu :
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Gambar 4.13 Struktur menu

4.5 Kebutuhan Sistem

Dalam pengembangan dan pengimplementasian sistem yang baru diperlukan peralatan tambahan terutama dalam menunjang penerapan sistem yang baru seperti :
1. Kebutuhan perangkat keras ( Hardware )

Untuk mendukung terlaksananya penerapan sistem yang dirancang, maka sistem ini membutuhkan peralatan sebagai berikut :

a. Harddisk minimal 4 Gb 
b. SDRAM 64 Mb (minimal)
c. Processor Pentium II 400 MHz (minimal)
d. Monitor VGA

e. Mouse standar

f. Keyboard standar

g. Printer
2. Kebutuhan Perangkat lunak (Software )

Untuk kelancaran sistem informasi ini selain diperlukan perangkat keras (Hardware) juga diperlukaan perangkat lunak (Software). Perangkat lunak yang digunakan sebagai pendukung sistem informasi sebagai berikut :
1. Minimum sistem operasi windows 98
2. Program compiler borland Delphi versi 5.0
3. Paradox 7
BAB V
IMPLEMENTASI


Implementasi merupakan usaha untuk mewujudkan sistem yang di rancang agar sesuai dengan kebutuhan, yaitu menghasilkan suatu informasi yang efektif, akurat dan efisien.


Langkah-langkah dalam proses implementasi adalah urutan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir dalam perancangan sistem. Hasil dari tahapan implementasi ini adalah suatu sistem pengolahan data yang benar-benar dapat berfungsi seperti yang diharapkan.  

5.1 Penggunaan Program
Kegiatan ini bertujuan untuk menerangkan secara singkat penggunaan program pengolahan data putusan perkara.
1. Tampilan Menu


Pada saat program ini dijalankan maka akan menampilkan tampilan form, password lalu masukan user name dan password kemudian klik tombol oke,  Berikut adalah tampilan password :
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Gambar 5.1 Password

Jika ada kesalahan dalam pengisian password maka akan muncul pesan kesalahan lalu klik tombol ok, berikut adalah tampilan pesan kesalahan :
[image: image15.png]User Atau Password Saleh





Gambar 5.2 Pesan kesalahan


Setalah pengisian password benar kemudian akan tampil form utama, maka user dapat menjalankan program ini sesuai dengan fungsi-fungsi yang disediakan pada bagian menu.
2. Fungsi Menu


Pada bagian atas form utama ada beberapa sub menu yaitu :
1. Menu file yang terdiri dari file perkara perdata, file perkara pidana dan file hakim.

2.  Menu laporan terdiri dari laporan perkara perdata dan laporan perkara    pidana. 

3. About

4. Exit 
Berikut adalah tampilan form utamanya :
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Gambar 5.3 Menu Utama Putusan Perkara


Bila file perkara perdata dipilih maka akan tampil tampilan form perkara perdata, seperti dibawah ini :
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Gambar 5.4 Form Putusan Perkara Perdata


Form perkara perdata ini mempunyai beberapa tombol yang berfungsi sebagai berikut :
1. Tombol Pengurutan data befungsi untuk mengurutkan data putusan perkara perdata sesuai yang diinginkan, pada form pengurutan ini ditampilkan pilihan pengurutan yaitu berdasarkan no perkara dan tanggal penerimaan, jika diklik no perkara maka data putusan perkara perdata akan terurut berdasarkan no perkara dan apabila tanggal penerimaan diklik data putusan perkara perdata akan terurut berdasarkan tanggal masuk penerimaan.
2. Tombol Pencarian data berfungsi untuk mencari data putusan perkara perdata berdasarkan no perkara, masukkan salah satu no perkara perdata lalu klik tombol cari maka kursor akan pindah ke data yang di cari.
3. Tombol Tambah data berfungsi untuk menambahkan data putusan perkara perdata kedalam program, pada saat fungsi tambah ini di pilih maka akan di tampilkan Form input putusan perkara perdata, jika telah selesai di input data tersebut bisa di simpan dengan mengklik tombol save.
4.  Form tambah data untuk perkara perdata seperti berikut :
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Gambar 5.5 Form Tambah Data Putusan Perkara Perdata
5. Tombol Edit data Berfungsi untuk mengedit atau merubah data secara keseluruhan ataupun data pada bagian tertentu saja. Form edit data seperti di bawah ini :
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Gambar 5.6 Form Edit Putusan Perkara Perdata
6. Tombol Hapus data berfungsi untuk menghapus data bila tidak di perlukan, bila fungsi ini di gunakan maka program akan menampilkan pesan. Form pesan hapus data dapat dilihat di bawah ini :
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Gambar 5.7 Form Pesan Hapus Data Putusan Perkara Perdata
7. Tombol Close berfungsi untuk menutup program perkara perdata yang sedang running. 

Menu kedua yaitu file perkara pidana jika di pilih, maka akan tampil form berikut :
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Gambar 5.8 Form Putusan Perkara Pidana

Didalam form perkara pidana ini ada beberapa tombol yang berfungsi sebagai berikut :

1. Tombol Pengurutan data befungsi untuk mengurutkan data putusan perkara pidana, pada form pengurutan ini ditampilkan pilihan pengurutan yaitu berdasarkan no perkara dan tanggal penerimaan, jika diklik no perkara maka data putusan perkara pidana akan terurut berdasarkan no perkara dan apabila tanggal penerimaan diklik data putusan perkara pidana akan terurut berdasarkan tanggal masuk penerimaan.

2. Tombol Pencarian data berfungsi untuk mencari data putusan perkara pidana berdasarkan no perkara, masukkan salah satu no perkara pidana lalu clik tombol cari maka kursor akan pindah ke data yang di cari.

3. Tombol Tambah data berfungsi untuk menambahkan data putusan perkara pidana kedalam program, pada saat fungsi tambah ini di pilih maka akan di tampilkan Form input putusan perkara pidana, jika telah selesai di input data tersebut bisa di simpan dengan mengklik tombol save. Form tambah data untuk perkara pidana seperti berikut :
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Gambar 5.9 Form Tambah Data Putusan Perkara Pidana
4. Tombol Edit data Berfungsi untuk mengedit / merubah data secara keseluruhan ataupun data pada bagian tertentu. Form edit data seperti di bawah ini : 
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Gambar 5.10 Form Edit Data Putusan Perkara Pidana
5. Tombol Hapus data putus perkara pidana berfungsi untuk menghapus data bila tidak di perlukan, bila fungsi ini di gunakan maka program menampilkan pesan hapus data untuk satu record tertentu. Form hapus data dapat dilihat di bawah ini :
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Gambar 5.11 Form Pesan Hapus Data Putusan Perkara Pidana
6. Tombol Close berfungsi untuk menutup program perkara pidana yang sedang running.

Dan jika file ketiga dipilih yaitu file hakim akan di tampil form seperti berikut :
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Gambar 5.12 Form Hakim

Beberapa fungsi didalam form hakim adalah sebagai berikut :

1. Tombol Pengurutan data befungsi untuk mengurutkan data hakim, pada form pengurutan ini ditampilkan pilihan pengurutan yaitu berdasarkan kode hakim dan nama hakim maka data akan terurut berdasarkan pilihan.
2. Tombol Pencarian data berfungsi untuk mencari data hakim berdasarkan kode hakim, masukkan salah satu kode hakim lalu klik tombol cari maka kursor akan pindah ke data yang di cari.

3. Tombol Tambah data berfungsi untuk menambahkan data hakim kedalam program, pada saat fungsi tambah ini di pilih maka akan di tampilkan Form input data hakim.

Form tambah data untuk data hakim seperti berikut :
[image: image26.png]| e

Input Data Hakim:

KODE HAKIM





Gambar 5.13 Form Tambah Data Hakim
4. Tombol Edit data Berfungsi untuk mengedit / merubah data secara keseluruhan ataupun data pada bagian tertentu. Form edit data hakim seperti di bawah ini :
[image: image27.png]| e
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Gambar 5.14 Form Edit Data Hakim
5. Tombol Hapus data ini berfungsi untuk menghapus data hakim bila tidak di perlukan, program ini akan menampilkan hapus data satu record. Form hapus data hakim dapat dilihat di bawah ini :

[image: image28.png]) Bener rich detamo dicelete 7





Gambar 5.15 Form Pesan Hapus Data Hakim

6. Tombol Close berfungsi untuk menutup program hakim yang sedang running.


Selain menu File ada juga Menu laporan, menu laporan ini untuk membuat suatu keluaran atau print out, langkah-langkahnya sebagai berikut :
1. Klik Menu laporan, kemudian pilih salah satu laporan misalnya laporan perkara perdata, maka akan tampil input bulan perdata. Formnya dapat dilihat di bawah ini :
[image: image29.png]1 Input Bulan Pdt





Gambar 5.16 Form Input Bulan Putusan Perkara Perdata
2. Setelah tampil tampilan input bulan perdata inputlah salah satu bulan sesuai keinginan lalu klik tombol preview, maka akan tampil laporan putusan perkara perdata. Bentuk form laporan putusan perkara perdata dibawah ini :  
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Gambar 5.17 Form Laporan Putusan Perkara Perdata
3. Langkah-langkah dalam membuat laporan perkara pidana juga sama halnya dengan langkah dalam laporan perdata. Tampilan  form input bulan untuk laporan perkara pidana berikut dibawah ini :
[image: image31.png]1 Input Bulan Pidana
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Gambar 5.18 Form Input Bulan Putusan Perkara Pidana

4. Kemudian input salah satu bulan, lalu klik preview, maka program akan menampilkan form laporan putusan perkara pidana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada form berikut dibawah ini :
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Gambar 5.19 Form Laporan Putusan Perkara Pidana
 Form menu About 
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Gambar 5.20 About
 Terakhir menu exit, menu exit ini berfungsi untuk menutup seluruh program yang sedang Running
BAB VI

PENUTUP

6.1
Kesimpulan


Setelah melakukan berbagai analisa dan perancangan program dari proses pengumpulan dan pengolahan data serta uji coba penerapan sistem yang dirancang, maka pada bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berupa pandangan-pandangan atau usulan  selama penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Dengan dirancangnya sistem pengolahan data putusan perkara ini, dapat membantu didalam penginputan dan pencarian data putusan perkara.
2. Dengan diterapkan aplikasi pengolahan data putusan perkara yang berbasis komputer, maka dapat mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan laporan bulanan putusan perkara.

3. Dengan adanya sistem informasi pengolahan data putusan perkara ini, informasi yang diperlukan dapat disajikan dengan tepat waktu dan akurat.
6.2
SARAN


Berdasarkan pemecahan masalah yang diusulkan pada proses pengolahan data putusan perkara, maka penulis mengemukakan saran-saran yang ditujukan kepada pihak Pengadilan Tinggi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh pihak yang terkait, yakni sebagai berikut :
1. Pengadilan tinggi hendaknya melengkapi fasilitas-fasilitas komputer yang membantu memudahkan pekerjaan dalam hal pengolahan data.

2. Perlu diadakanya peningkatan sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengoperasian dan penggunaan komputer sebagai sarana pembantu pekerjaan.

3. Membuat dan mengembangkan program database untuk pengolahan data putusan perkara pada bagian pantera muda hukum.
4. Sistem pengolahan data yang dibuat sebaiknya diupgrade setiap 3 ( tiga ) bulan setiap tahunnya agar lebih terpelihara dan keamanan datanya lebih terjamin. 

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C
LISTING PROGRAM
Sejarah singkat Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Pengadilan Tinggi Jawa Barat didirikan pada tahun 1967, dan beralamat di Jalan Surapati Nomor 47 Bandung. Kantor Pengadilan Tinggi ini adalah kantor pusat dari sejumlah kantor Pengadilan Negeri yang ada di Jawa Barat, yang pada mulanya bertempat di Jalan Lombok Nomor 40 Bandung yang diketuai oleh Bapak Purwoto Gandasubrata, SH. 

Di Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah beberapa kali mengalami pergantian ketua, sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Jawa Barat adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata yang dinyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri, selain itu Pengadilan Tinggi juga melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya:

1. Usulan kenaikkan pangkat bagi karyawan/ti, para Hakim di seluruh Pengadilan Negeri Jawa Barat dan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat.dan selanjutnya diteruskan ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM.

2. Membuat dan menerima laporan bulanan baik masalah perdata maupun pidana dan masalah administrasi kepegawaian dari Pengadilan Tinggi  dan Pengadilan Negeri se- Jawa Barat.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat membawahi 24 Pengadilan Negeri se- Jawa Barat yang dibagi menjadi 5 wilayah pengawasan, yaitu:

Wilayah I

: Pengadilan Negeri Serang




  Pengadilan Negeri Tangerang




  Pengadilan Negeri Rangkasbitung




  Pengadilan Negeri Pandeglang

Wilayah II

: Pengadilan Negeri Bogor




  Pengadilan Negeri Cianjur




  Pengadilan Negeri Sukabumi




  Pengadilan Negeri Cibadak (Kab. Sukabumi)




  Pengadilan Negeri Cibinong (Kab. Bogor)

Wilayah III

: Pengadilan Negeri Karawang




  Pengadilan Negeri Purwakarta




  Pengadilan Negeri Subang




  Pengadilan Negeri Bekasi

Wilayah IV

: Pengadilan Negeri Cirebon




  Pengadilan Negeri Kuningan




  Pengadilan Negeri Majalengka




  Pengadilan Negeri Indramayu




  Pengadilan Negeri Sumber (Kab. Cirebon)

Wilayah V

: Pengadilan Negeri Bandung

Pengadilan Negeri Bale Bandung (Kab.   Bandung)




  Pengadilan Negeri Tasikmalaya




  Pengadilan Negeri Garut




  Pengadilan Negeri Sumedang




  Pengadilan Negeri Ciamis


Untuk tertibnya administrasi di masing-masing Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi membentuk tim pengawas daerah yang diketuai oleh seorang Hakim Tinggi (HAWASDA). Hal tersebut sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1986.


Selanjutnya Pengadilan Tinggi se- Indonesia bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung RI, sedangkan Pengadilan-Pengadilan Negeri bertanggung jawab kepada Pengadilan Tinggi.

”Maka bertanyalah ( belajarlah ) kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”.
( QS. An-Nahl : 43 )

”Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan dari padamu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan ( nama-mu ), karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang lainya. Dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap”.
( QS. Al- Insyiroh : 1-8 )

Ku persembahkan dengan segala rasa :

Untuk Ayahhanda : Sobandi 
Untuk Ibunda : Wensih

Kakak, adik-adikku serta keponakanku yang tercinta semoga Allah membalas segala amalan kalian Amin...............
KETUA


WAKIL KETUA





Majelis Hakim





Panitera / Sekretariat





Wakil Panitera





Wakil sekretariat





Kepani


teraan Perdata





Kepani


teraan


Pidana





Kepani


teraan Hukum





Subag Kepegawaian





Subag Keuangan





Subag Umum





Kelompok Pungsional Kepaniteraan / PP
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